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Abstrak

Kasus pembatalan hukuman mati atas terpidana Henky dan Hillary dalam kasus
narkoba berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) menuai polemik karena jika
tinjauan dari aspek keadilan sosial dipandang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan
masyarakat. Kajian ini berusaha melihat kasus tersebut dari sisi hukum Islam.
Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap pelaku
kejahatan/ penyalah guna narkotika golongan I dan golongan II yang bukan untuk
diri sendiri, misalnya produsen, dan pengedar, dibenarkan berdasarkan fikih jinayah
(figh al~jinayah). Hukuman mati, yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial tersebut,
lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jarirnalt al~ta‘zir, bukan fiudud, dan bukan
pula grsas, karena tidak ada ketentuan secara gat‘f (definitif dan pasti) dalam nas
Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan vonis
pembebasan terpidana narkotika dari hukuman mati menjadi hukuman penjara
seumur hidup atau beberapa tahun dan denda ditinjau dari perspektif figh jinayah
bisa dibenarkan karena sejalan dengan kriteria penerapan ta‘zir dan atas
pertimbangan maslahat. Selain itu, fa2‘zir dengan bentuk ecksekusi mati masih
diperdebatkan (mukhtalaf fih).

Kata kunci: hukuman mati, penvalahguna narkoba, fikih jinayah, ta'zir, sivasah al-
syar‘ivyah

Abstract

The abrogation of death penalty of the convicted drug abuse criminals Henky and
Hillary based on judicial review caused public polemics, because if it was considered
from social justice viewpoint, it would not utterly fulfilled social demands on justice.
This article studies to the case from the perspective of Islamic law. This study shows
that capital punishment for drug abusers of class I and class II, whose acts are not for
themselves such as drug producers and sellers, is justified according to the Islamic
criminal law (figh al-jinayah). Capital punishment, which aims to maintain social
order, is better to be put on the category of jarimah al-ta‘zir, not on Audud nor gisas,
because there is no definitive legal argument from the Qur’an and Hadith.
Therefore, the verdict of the court, judging on the abrogation of death penalty to the
convicted drug abusers becoming life sentence or imprisonment and fines, is justified
according to Islamic law (figh jinavali) because it is in line with the criteria of the
ta’zir punishment and it is in accordance with social consideration (rnasiakaf). On
the other hand, 72 z/r punishment with death penalty is still debatable.

Keywords: capital punishment, drug abusers, Islamic criminal faw, ta'‘zir, siyasah
al-syar‘iyvah
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A. Pendahuluan

Pembatalan vonis mati terhadap
terpidana  narkoba, baik  putusan
Peninjauan Kembali (PK) atas Hillary K
Chimezie (Putusan Nomor 45
PK/Pid.Sus/2009), dan Hanky Gunawan
(Putusan No. 39 PK/Pid.Sus/2011),
terdakwa gembong narkotika kelas
kakap,' maupun pemberian grasi Presiden
kepada Deni Setia Maharwan,” banyak
menuai kritik keras dari pelbagai pihak.
Pada intinya, kritik yang dikemukakan
adalah bahwa pembatalan vonis mati atau
pemberian  grasi  tersebut  dirasa
mencederai  komitmen pemberantasan
kejahatan narkotika® yang telah merusak
bangsa, termasuk generasi muda usia
produktif. Di samping itu, kritik tersebut
diakibatkan argumentasi hukum yang
dibangun oleh hakim dan dijadikan dasar
dalam putusan PK tersebut, yakni bahwa
hukuman mati sangat bertentangan
dengan filosofi dan tujuan pemidanaan,
yang bersifat edukatif, korektif dan
preventif, tidak sesuai dan tidak dapat
lagi diterapkan dalam alam hukum
Indonesia yang menjunjung tinggi
penegakan hak asasi manusia (HAM).
Singkatnya, hukuman mati bertentangan
dengan HAM dan konstitusi Negara
(UUD 1945).* Argumen hukum ini
dipandang tidak tepat.”

Masalah ini sangat menarik dikaji
dalam perspektif hukum pidana Islam
(figh al-jinaval, fikih jinayah). Apakah
dibenarkan hukuman mati terhadap
pelaku kejahatan narkotika berdasarkan
fikih jinayah? Jika ya, muncul pertanyaan
lanjutan: Apakah dibenarkan keputusan
hakim dalam Peninjauan Kembali (PK),
dan pemberian grasi oleh presiden, yang
membatalkan hukuman mati terhadap
terpidana  narkotika  ditinjau  dari
perspektif fikih jinayah? Perspektif fikih
jinayah ini penting digunakan untuk
mengkaji problem pemidanaan terhadap
kejahatan narkotika, karena hukum Islam
adalah bahan pembentukan dan sub
sistem hukum nasional.
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B. Kejahatan Narkotika Perspektif
Fikih Jinayah

Kejahatan narkotika dan
hukumannya tidaklah disebutkan secara
gat'T (definitif, pasti) dalam sumber
utama hukum Islam, baik Alquran
maupun Hadis. Kedua sumber utama
tersebut tidak memberikan ketentuan-
ketentuan yang spesifik mengenai
kejahatan narkotika dan hukumannya,
seperti eksekusi mati dan pelaksanaan
hukumannya. Nas Alquran yang terkait
dengan tindak pidana dan hukumannya,
seperti eksekusi mati, antara lain terdapat
dalam Surat al-Ma’idah (5) ayat 32-33,
al-Baqarah (2): 178, dan al-Isra’ (17): 33.
Dalam ayat 32 Surat al-Ma’idah,’
diterangkan tentang pelanggaran terhadap
hak  hidup  seseorang  merupakan
perbuatan yang mengancam
kemanusiaan. Dalam ayat 33 surat
tersebut’ disebutkan hukuman terhadap
orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya," berbuat kerusakan di muka bumi.
Hukuman tersebut berupa hukuman mati,
disalib, dipotong tangan, dan buang di
suatu tempat atau dipenjara.” Intinya
adalah bahwa hukuman mati dijustifikasi
oleh Alquran.

Pengertian berbuat kerusakan di
bumi itu (fasad aw al-ifSad fi al-ard)
berwujud pada semua jenis kejelekan
(keburukan), bahkan banyak kalangan
salaf, di antaranya Sa‘id ibn al-
Musayyab, berkata: “Bahwa menahan
(menimbun) dirham dan dinar itu
termasuk berbuat kerusakan di muka
bumi”."" Ayat yang disebutkan di atas
menunjukkan bahwa berbuat kerusakan
di muka bumi berakibat hukuman mati
{anna  al-fasad  fi-al-ardi  ma‘nan
vastahigqg bihi  al-gat).""  Ayat ini
menunjukkan betapa melindungi jiwa itu
sangat esensial (HAM). Karenanya,
membunuh satu jiwa saja, tanpa alasan
yang benar, sama hukumnya dengan
membunuh seluruh manusia.'?

Berbuat kerusakan di muka bumi
itu dapat bersifat langsung dan terasa
akibatnya, seperti pembunuhan,
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pembakaran pasar, dan perusakan
jembatan. Berbuat kerusakan di bumi itu
(fasad fi al-ard) dapat berwujud
perusakan secara tidak langsung terhadap
jiwa dan akal manusia. Faktanya,
kejahatan narkotika sangat mengancam
kehidupan dan akal, schingga dapat
digolongkan ke dalam perbuatan merusak
kehidupan. Atas dasar ini, perbuatan
tindak pidana narkotika dapat
dikategorikan ke dalam perbuatan
melakukan kerusakan di muka bumi.

Adapun hadis Nabi s.a.w. yang
terkait dengan tindak pidana meminum
fhamr (minuman keras) adalah “Setiap
yang memabukkan adalah khamy; dan
setiap khamr adalah haram” (HR.
Muslim, al-Tirmizi, Abu Dawud, al-
Nasa’i, dan Ibn Majah). Terkait hadis ini,
terdapat ikhtilaf di antara mazhab fikih
tentang apa yang dimaksud dengan
sesuatu yang memabukkan (muskir)
tersebut. Pertama, mazhab tekstual
(mazhab  al-murasyaddidin) hanya
membatasi sesuatu yang memabukkan
dari perasan anggur {‘inab). Pandangan
ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah
dan sebagian ulama mazhab Syafi‘iyah,
yaitu Ibn Qasim al-Ghazi, dan al-Rafi‘i.
Kedua, mazhab moderat (mazhab al-
mutawassitin), yaitu Jumhur Ulama dari
mazhab Malikiyah, Syafi‘iyah, dan
Hanabilah, memperluas makna muskir
bukan hanya terbatas pada perasan
anggur tetapi mencakup semua minuman
yang memabukkan."” Ketiga, mazhab
kontekstual/inklusif {mazhab al-
mutawassi ‘in), yaitu Imam Ibn Taymiyah
dan pengikutnya berpandangan bahwa
muskir mencakup semua yang
memabukkan dari perasan anggur
maupun yang lain, baik cair maupun
benda padat.'

Berdasarkan keragaman pendapat
di atas dapat dipahami bahwa narkotika
merupakan masalah yang diperselisihkan
tentang keharamannya (mukhiralaf fih).
Ini karena tidak ada dalil gar ‘7 (definitif,
pasti) yang menunjukkan tentang
keharaman narkotika.
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Terkait dengan aktivitas jarimah
minum kkamr (minuman keras), terdapat
hadis dari Ibn ‘Umar r.a. bahwa
Rasulullah s.a.w. bersabda:

”Allah  melaknat khamr,
orang yang meminumnya, orang
yang menghidangkannya,
penjualnya, pembelinya,
produsennya, agennya, orang
yang mengantarkannya (kurir),
penadahnya, dan orang yang
memakan (menikmati)
hasilnya.”"

Adapun hadis yang menegaskan
hukuman mati, antara lain riwayat
‘Abdullah, tentang tidak halal darah orang
muslim selain 3 (tiga) macam, yaitu orang
yang membunuh dengan  sengaja,
duda/janda yang berzina, dan orang
murtad.'® Hadis ini menjadi dasar hukum
bagi hukuman mati, di dalamnya hanya
disebutkan 3 (tiga) orang yang dapat
dikenai hukuman mati. Akan tetapi, hadis
tersebut tidak menjelaskan bagaimana
pelaksanaan hukuman mati tersebut.
Hadis di atas, di samping ayat Alquran,
juga tidak menyebutkan apa yang
dimaksud ”membunuh dengan sengaja”,
apakah juga termasuk penyalahguna
narkotika dalam hal memberikan kepada
orang lain yang mengakibatkan orang
lain itu meninggal dunia, juga dapat
digolongkan kepada ”membunuh dengan
sengaja”’. Memberikan narkotika kepada
orang lain yang mengakibatkan orang itu
mati juga dapat digolongkan kepada
perbuatan membunuh dengan sengaja,
meskipun tidak secara langsung seperti
menembak korban, membom korban,
menusuk perut korban dengan senjata
tajam, dan semisalnya."’

Masalah  kejahatan  narkotika
ditinjau dari perspektif figh al-jinayah
dapat dilihat dari klasifikasi tindak pidana
(jarimafy). Dalam hukum pidana Islam
terdapat 3 (tiga) klasifikasi jarinah, yaitu
Jjarimat al-hudud, jarimat al-qisas, dan
Jjarimar  al-ta‘zir""  Jarimar  al-hudud
(Jamak dari kata fradd) adalah tindakan
kriminal yang dikenakan hukuman yang
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jenis, bentuk dan ukurannya telah
ditetapkan oleh syarak, terkait dengan
hak Allah (hagqullal) atau demi
kemaslahatan ~umum  {masalih  al-
‘ammalhy). Kedua, jarimat al-gisas wa-al-
diyyat, yaitu tindakan kriminal yang
dikenakan sanksi hukuman yang sama
dengan perbuatannya, seperti membunuh
dihukum bunuh, dan melukai mata
dihukum dengan melukai mata (a/-‘avn
bi al-‘ayn); atau sanksi hukuman itu
diganti dengan denda yang setimpal
(diyat) apabila dimaafkan oleh ahli waris
korban. Ketiga, jarimat al-ra‘zir, yaitu
bentuk kriminal yang dikenai sanksi
hukum bukan berupa /4add maupun
kafarah, ~ yang  bertujuan  sebagai
pengajaran {a/-ta’dib). Dalam arti lain,
ta‘zir adalah bentuk hukuman selain
hudud dan gisas, yang jenis dan kadarnya
ditetapkan oleh imam atau penggantinya,
seperti gads (hakim), bukan karena hawa
nafsu, tetapi berdasarkan kebijaksanaan,
dengan mempertimbangkan berbagai
aspek, seperti kadar bahaya yang
ditimbulkan dari tindak pidana itu, dan
keadaan pelaku tindak pidana, seorang
residivis ataukah bukan.'®

Bentuk-bentuk tindak pidana yang
dikategorikan sebagai jarimar al-hudud
dalam catatan Wahbah al-Zuhayli (pakar
hukum Islam kontemporer asal Syiria)
terdapat perbedaan pendapat di kalangan
ulama. Menurut Jumhur Ulama jarimah
hudud mencakup 8 (delapan) macam
Jjarimal (tindak pidana), di antaranya: (1)
zina; (2) menuduh berzina (gazf); dan (3)
meminum minuman yang memabukkan
(svurb  al-khamr/al-muskir)*®  Adapun
kategori  kedua, jarimat  al-gisas,
mencakup tindak pidana: 1) pembunuhan
dengan sengaja; 2) pembunuhan semi
sengaja; 3) pembunuhan yang keliru; 4)
penganiayaan secara sengaja; dan 5)
penganiayaan yang keliru. Bentuk sanksi
hukum bagi tindak pidana gisas-diyat,
secara variatif, meliputi: grsas-divat,
kafarah, dan terhalang dari mendapatkan
hak waris maupun hak wasiat.*' Adapun
kategori ketiga, pidana 72 ‘zir, yaitu suatu
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tindak pidana berupa perbuatan maksiat
atau jahat yang dikenai sanksi hukuman
yang tidak ditentukan oleh syara’ (non-
hadd dan non-kafarah), baik yang
berkaitan dengan hak Allah maupun hak
manusia. Dengan ungkapan lain bahwa
hukuman ¢2‘zir adalah hukuman yang
dijatuhkan terhadap perbuatan jinayah
selain kedua kategori di atas (jarimar al-
hudud dan jarimar al-gisas). Kebijakan
pidana 7a‘zir sendiri merupakan otoritas
ulu  al-amr  (pemerintah/yudikatif), di
mana jenis sanksi hukumannya beragam,
berupa pemukulan, penahanan
(kurungan/penjara), teguran/peringatan,
dan bentuk hukuman lainnya sesuai
dengan pertimbangan konteks yang
melingkupinya,** bahkan sampai sanksi
mati. Semua langkah hukum ini dibingkai
dalam  kerangka  al-Sivasah = al-
Syar‘iyvalf® berdasarkan pertimbangan
hakim, mana yang dipandang lebih
maslahah (tepat).

Jenis jarimal yang dapat dikenai
pidana  kurungan (penjara) terjadi
perbedaan pendapat ulama (ikhirilaf.
Mazhab Hanafiyah menetapkan hukuman
penjara terhadap semua jarimat al-ta‘zir.
Sedangkan Jumhur ulama berpendapat
bahwa hukuman tersebut tidak berlaku
pada semua jarimat al-ta‘zir™* Demikian
pula terjadi tkhtilaf tentang
pemberlakuan pidana denda dalam
Jjarimah ta‘zir™

Hukuman mati pun diperbolehkan

dalam  jarimmar  alta‘'zir, meskipun
terdapat  pula  ikAtifaf mengenai
detailnya.** Singkatnya fuqaha’

Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan
sanksi f2‘z;r dengan vonis mati,
dinamakan sebagai sfyvasaf, yakni ketika
hakim memandang kemaslahatan dalam
vonis mati tersebut.”’ Menegakkan
hukum pidana ini, menurut Ibn Qayyim
al-Jawziyah, hukumnya wajib atas para
penguasa. Dalam pelaksanaan hukum
pidana itu, pembiayaannya dibebankan
kepada si terpidana.*®

Berdasarkan  uraian  mengenai
Jjarimah di atas, dapat dipahami bahwa
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hukuman  terhadap  penyalahgunaan
narkotika jika dilihat dari kategori dan
bentuk hukuman dalam perspektif fikih
jinayah, pada satu segi, yakni pelaku
(penyalah guna) narkotika sebagai
pengguna untuk diri sendiri (diqiyaskan
kepada meminum minuman khamer yang
dikenai /f2dd), dapat digolongkan kepada
jenis tindak pidana kategori pertama
(jarimar  alhudud). Adapun terhadap
penyalah guna narkotika bukan untuk diri
sendiri, yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, bisa digolongkan ke
dalam jenis jarirnah Kkategori kedua
(grsas). Meskipun demikian, terhadap
penyalah guna narkotika bukan untuk diri
sendiri, seperti produsen dan pengedar
narkotika, karena tidak secara langsung
mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, lebih tepat digolongkan ke dalam
kategori jarimah f2‘zir. Dalam konteks
inilah, hukuman mati terhadap penyalah
guna narkotika yang demikian itu lebih
cenderung diposisikan dan dilihat dalam
cakupan kategori yang ketiga, yaitu
jarimah ra‘zir. Sebagaimana diketahui
bahwa jarimah ta‘zir adalah suatu tindak
pidana di mana jenis dan bentuk sanksi
hukumnya tidak ditentukan oleh syara’
(bukan /fadd dan bukan kafarah), tetapi
ditentukan berdasarkan pertimbangan
sfyasah (kebijakan
pemerintah/perundang-undangan).
Berdasar analisis ini, hukuman mati
terhadap penyalah guna narkotika tetap
relevan dengan doktrin hukum pidana
Islam konvensional, khususnya jinayat
al-ta‘zir™

Oleh  karena itu, penjatuhan
hukuman mati terhadap kejahatan
narkotika harus memenuhi 3 (tiga) unsur
Jjarimah, yaitu unsur formil (rukn al-
syar'r), yakni adanya nas yang melarang
dan memberikan ancaman, terhadap
narkotika; unsur material (rukn al-
maddi), yakni tindakan, dalam hal ini
tindak pidana narkotika itu sendiri; dan
unsur moril (rukn al-adabj), yakni pelaku
kejahatan narkotika itu orang mukallaf
(cakap hukum).”” Artinya bahwa ketika
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telah terpenuhi ketiga unsur di atas, maka
pelaksanaan hukuman mati terhadap
penyalah  guna  narkotika  dapat
diberlakukan.

Sungguhpun  demikian, terkait
dengan unsur formil, nas yang telah
dikutip di atas, baik Alquran maupun
hadis tidak secara definitif dan pasti
(gat‘j) melarang tindak pidana narkotika
dan memberikan hukumannya. Nas
Alquran di atas tentang larangan berbuat
kerusakan di muka bumi bersifat umum,
dan nas hadis multi interpretatif (ada tiga
mazhab). Implikasinya, problem eksekusi
mati terhadap tindak pidana narkotika
tersebut, selain dapat dikaji dengan
menggunakan perspektif jinayah, juga
dapat menggunakan pendekatan Afagasid
al-Syvari‘alr (tujuan  Syariat/Hukum
Islam),”'  khususnya  Zify  al-nafs
(melindungi jiwa), dan #4ifz  al-‘agl
(melindungi akal). Berdasarkan AMagasid
al-Syari‘alh ini, segala yang merusak
perlindungan tujuan tersebut harus
dicegah. Upaya pencegahan ini dapat
berbentuk sanksi preventif dan sanksi
kuratif. Tindak pidana narkotika dapat
digolongkan sebagai kejahatan yang
sangat mengancam kehidupan dan
aktivitas akal. Bahaya narkotika ini tidak
hanya mengancam individu, melainkan
juga masyarakat, bahkan lebih besar lagi,
menghancurkan generasi bangsa.**

Berdasarkan fakta di atas, menjadi
jelas bahwa semakin besar mafsadat yang
ditimbulkan dari tindakan pidana ini,
maka semakin besar atau berat pula
kejahatan dan ancaman hukuman yang
dijatuhkan kepada pelakunya. Larangan
melakukan penyalahgunaan narkotika
didasarkan pada kewajiban untuk /:f7 ai-
nafs/hifz al-"agl (melindungi
jiwa/melindungi  akal), sebagaimana
larangan meminum Ahamr (minuman
keras). Mengkonsumsi minuman keras
dipandang dapat merusak akal, bahkan
dapat menghantarkan diri ke dalam
kematian, sehingga dilarang. Atas dasar
inilah, nas yang melarang berbuat
kerusakan di  muka bumi, dan
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memberikan ancamannya: berupa
dibunuh, dipotong tangan, disalib, dan
diasingkan (dapat dipahami sebagai
dipenjara), relevan diaplikasikan dalam
masalah penyalahgunaan narkotika.

Hadis mengenai orang
mukmin/muslim  terpelihara  jiwanya
(nyawa) kecuali karena 3 (tiga) hal, di
antaranya membunuh manusia secara
sengaja berdasarkan kias (giyvas) dapat
diaplikasikan terhadap kejahatan
narkotika.  Yakni, = mempergunakan
narkotika kepada orang lain atau
memberikan narkotika untuk digunakan
orang lain yang menyebabkan orang lain
itu meninggal dunia dapat dimasukkan
atau dikiyaskan (dianalogikan) kepada
hadis di atas, yaitu ada tindakan sengaja
yang jelas-jelas dapat menghilangkan
nyawa orang lain. Menjadi jelas bahwa
ketika ketiga unsur jarirnalr unsur formil
(ada nas), unsur rmaddi (ada tindakan
penyalahgunaan narkotika), dan unsur
moril (ada mukallaf sebagai pelaku
penyalahgunaan narkotika) maka
pelaksanaan  hukuman mati  dapat
diterapkan dan dilaksanakan.

Oleh karena itu pelaksanaan
hukuman mati adalah berdasarkan
keputusan ~ hakim  dalam  sidang
pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan
setelah vonis hakim dijatuhkan yang telah
mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Eksekusi hukum mati itu dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini lembaga
kejaksaan sebagai pelaksanaan keputusan
(vonis) pengadilan. Vonis pengadilan itu
dijatuhkan setelah melalui verifikasi
terhadap berbagai tanda, gejala dan bukti-
bukti yang jelas (alqara’in  al-
bayyinah).”

Pelaksanaan hukuman mati
terhadap pelaku kejahatan narkotika
dapat diberlakukan tentu saja terkait
dengan  penyalahgunaan  narkotika
golongan I dan golongan II, dalam bentuk
perbuatan memproduksi, mengedarkan,
menjual narkotika golongan [ dan
golongan II dan/atau menggunakan
narkotika terhadap orang lain atau

86

memberikannya untuk digunakan orang
lain yang mengakibatkan orang lain itu
mati atau cacat permanen. Demikian juga
kepada pengedar narkotika yang terkait
dalam sindikat pengedar yang lebih
besar, bukan pengedar biasa yang
motifnya memang benar-benar sekedar
untuk mengisi perut. Tujuan hukuman
mati tersebut adalah untuk melindungi
kehidupan yang lebih besar. Artinya agar
tindakan kejahatan narkotika ini tidak
semakin melebar.

Dikaji dari perspektif filsafat
pemidanaan, tujuan penerapan jinayah
(hukum pidana Islam) adalah untuk
memelihara kemaslahatan umat (77 ‘ayat
masalih  al-urnmal), yang tidak akan
tercapai tanpa hukum tersebut, bahkan
kemaslahatan itu akan lenyap, dan
tatanan  kehidupan  akan  rusak.’*
Kemaslahatan itulah yang merupakan
tujuan hukum, yang terlihat dalam unsur
yang terkandung dalam penjatuhan
hukuman, yaitu pencegahan (a/-radd wa
al-zqjr), dan perbaikan dan pengajaran
(al-islah wa-al-1al76).>> Di sini berlaku
kaidah: al-maslahah al-‘ammah
mugaddamun  ‘ala  al-mmasfahalh  al-
fardiyyvah, yakni kemaslahatan umum
dikedepankan daripada kemaslahatan
personal. Dalam konteks kejahatan
narkotika,  terjadi  benturan  dua
kemaslahatan, yaitu kemaslahatan
personal si pelaku kejahatan narkotika
yang menghendaki agar ia tidak dihukum
bunuh, dan kemaslahatan umum
menghendaki agar dilindungi. Maka
kemaslahatan ~ umum  itulah  yang
dijadikan tolok ukur untuk menetapkan
hukuman terhadap pelaku kejahatan
narkotika.

Lebih lanjut, penerapan atau
pelaksanan hukuman mati terhadap
tindak pidana narkotika itu tidaklah
berarti  bahwa  hukuman  tersebut
bertentangan dengan HAM, karena
menyiksa dan dipandang tidak manusiawi
(a-humanis). Dalam kasus hukuman
tersebut yang menjadi patokan adalah
pemenuhan rasa keadilan ataukah tidak,
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terutama keadilan masyarakat/publik.
Dilihat dari sudut pandang filosofis,
hukuman mati tersebut tidaklah berarti
mengabaikan kehormatan manusia atau
melanggar HAM berupa hak hidup.
Justru keadilan dan kemaslahatan
umumlah yang hendak ditegakkan.

C. Analisis Terhadap Kasus
Pembatalan Hukuman Mati atas
Terpidana Narkotika

Kasus pembatalan hukuman mati
terhadap terpidana Hanky dan Hillary
dapat dilihat dalam konteks penerapan
hukum ¢a ‘zir. Dalam penerapan fa ‘zir ini
penguasa/eksekutif  bisa  memaafkan
pelaku kejahatan narkotika, apabila
tindak pidana itu tidak berhubungan
dengan hak orang lain. Hal itu dilakukan
menurut pertimbangan mana yang lebih
membawa kemaslahatan untuk dilakukan,
apakah menghukumnya ataukah
memaafkannya.’® Termasuk dalam hal ini
pemberian grasi. Akan tetapi dalam kasus

di atas jelas bahwa pelaku kejahatan

narkotika, sebagai produsen, penjual dan

pengedar sangat berhubungan dengan hak
orang lain, yakni hak untuk mendapatkan
perlindungan diri dan akalnya (//fz al-
nafs/hifz al-‘agl) dari mengonsumsi
barang haram tersebut. Dalam konteks
ini, tidaklah dibenarkan memberikan
pemaafan terhadap terpidana kejahatan
itu, sebab kejahatannya merusak hak
orang lain, masyarakat dan generasi
bangsa. Dengan demikian, dalam
kerangka ini, pembebasan hukuman mati
dalam putusan PK terhadap kedua
terpidana tersebut dalam perspektif figh

Jinavah bisa dibenarkan, karena bukan

termasuk pemaafan total, dan pada

dasarnya terdapat perbedaan pendapat
tentang 72 ‘zir dengan eksekusi mati.>’

Lebih lanjut, terhadap kasus
pembatalan sanksi pidana mati menjadi
penjara dan denda yang berat terhadap
kedua terpidana di atas, bisa dicermati
dari penerapan persyaratan yang ketat
dalam pemberlakukan sanksi ta‘zir
sebagai bentuk al-siyvasah al-syar‘iyyvah,
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sebagaimana dikemukakan Muhammad
‘Abd  al-Mun‘im al-Qii.*® Pertama,
hukuman #a‘zfr itu dimaksudkan untuk
melindungi kemaslahatan publik
(tnaslahar  al-‘ammah, social defence)
yang menjadi tanggungjawab pemerintah.
Dalam konteks kasus Henky dan Hillary
dalam putusan PK, dan Deni Setia
Maharwan dalam Keputusan Presiden
tentang grasi, penjatuhan hukuman
pidana penjara dan denda jelas untuk
melindungi  kemaslahatan/kepentingan
publik, meskipun dirasakan belum
sepenuhnya memenuhi tuntutan
masyarakat (keadilan sosial).

Kedua, Implementasi pidana ¢z ‘zir
harus membawa manfaat (dampak
positif); konsekuensinya jika
kemanfaatan itu tidak tercapai maka tidak
ada halangan ketentuan sanksi itu diganti
dengan ketentuan yang lebih
relevan/implementatif.  Dalam  kasus
kejahatan narkotika, pembatalan
hukuman mati dengan diganti hukuman
penjara seumur hidup dan denda dalam
konteks ini bisa dibenarkan. Penggantian
hukuman mati menjadi hukuman penjara
dan denda dalam kasus terpidana Henky
dan Hillary, yakni penjara 15 tahun
penjara bagi Henky, dan 12 tahun penjara
bagi Hillary, dan denda atas keduanya,
masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) bisa dibenarkan. Hakim
bisa menggunakan pertimbangan
demikian, yakni bahwa penggantian
sanksi pidana mati dengan penjara dan
denda yang berat tersebut dipandang
lebih relevan/implementatif dengan kasus
itu, di mana hukuman mati dipandang
tidak lagi sejalan dengan perkembangan
kecenderungan pemidanaan dalam masa-
masa sekarang di berbagai belahan dunia.
Demikian juga dalam hal pemberian grasi
oleh presiden terhadap Deni Setia
Maharwan.

Ketiga, harus ada kesesuaian atau
keseimbangan (proporsionalitas) antara
sanksi pidana dengan tindak pidana yang
dilakukan. Terhadap kasus Henky dan
Hillary, bisa jadi dalam pandangan hakim
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terdapat kesesuaian atau kesimbangan
antara hukuman penjara dan denda
tersebut dengan tindakan pidana yang
dilakukan. Keempat, sanksi pidana itu
bersifat menyeluruh dan berlaku pada
semua warga Negara. Dalam kasus ini,
sanksi pembatalan pidana mati diganti
dengan penjara dan denda yang berat
bersifat menyeluruh dan diberlakukan
pada semua terpidana/terdakwa. Artinya,
vonis pembatalan hukuman mati itu juga
bisa diberlakukan pada selain Henky dan
Hillary.

Dalam tinjauan keadilan
pembatalan hukuman mati itu dirasa tidak
memenuhi keadilan masyarakat.

Sungguhpun  bagi  terdakwa  bisa
memberikan keadilan. Dalam kasus
seperti ini memang problematis. Jika
ditinjau dari kerangka keadilan tentu
pembatalan hukuman mati itu tidak
merefleksikan keadilan sosial (social
defence).”® Nilai keadilan, di samping
HAM, dijadikan pertimbangan hukum
bagi pengabulan PK yang membatalkan
hukuman mati dalam putusan Kasasi
MA.* Sungguhpun standar keadilan
digunakan dalam putusan PK, tetapi
putusan PK tersebut menggunakan
standar keadilan dan HAM yang lebih
membela terpidana (terdakwa)
dibandingkan korban, yakni masyarakat
luas. Dalam konteks ini, putusan PK
tersebut tidak sejalan dengan kaidah: a/-
Maslahah al-‘ammah mugaddamun ‘ala
al-masfahah al-fardiyyah, yakni
kemaslahatan sosial (masyarakat luas)
harus  lebih  diutamakan daripada
kemaslahatan individu. Menolak
mafsadat  yang  ditimbulkan  dari
perbuatan tindak pidana yang menimpa
masyarakat luas, lebih diperioritaskan
daripada menarik kemaslahatan pelaku
tindak pidana untuk tidak dihukum mati.

D. Penutup

Berdasarkan analisis di atas penulis
berkesimpulan bahwa hukuman mati
terhadap pelaku kejahatan narkotika
dibenarkan berdasarkan fikih jinayah.
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Dalam hal ini pelaku kejahatan narkotika,
yakni penyalah guna narkotika yang
dapat dikenai hukuman mati tersebut
adalah penyalah guna narkotika golongan
I dan golongan II yang bukan untuk diri
sendiri,  misalnya  produsen, dan
pengedar. Sementara penyalah guna
narkotika golongan III baik untuk
kepentingan diri sendiri dan/atau orang
lain tidak dapat dikenai hukuman mati.
Klasifikasi golongan narkotika yang
berimplikasi hukum sangat jelas terhadap
penyalahgunaan terhadapnya  adalah
bentuk fitihadiyvah, dan al-Siyasah al-
Syar‘ivyah. Dalam perspektif jinayah
hukuman mati terhadap pelaku kejahatan
narkotika tersebut lebih tepat dimasukkan
ke dalam kategori jarimah ita‘zir.
Alasannya adalah bahwa kejahatan
narkotika dalam bentuk memproduksi,
menjual dan mengedarkan tersebut tidak
diatur secara gar‘7 (definitif dan pasti)
dalam nas Alquran dan Hadis (syarak).
Jenis  jarimalh yang Dbentuk dan
hukumannya tidak diatur secara jelas
dalam syarak dimasukkan ke dalam
kategori f2‘zir, bukan fudud, dan bukan
pula gisas. Penjatuhan hukuman mati
sebagai bentuk za‘zir terhadap penyalah
guna  narkotika  tersebut adalah
dimaksudkan untuk kemaslahatan sosial
{social defence) dan sejalan dengan nas
Alquran mengenai larangan Dberbuat
kerusakan di muka bumi (fasad/ifsad ff
al-ard).

Selain itu, putusan hakim yang
menjatuhkan vonis pembebasan terpidana
narkotika dari hukuman mati menjadi
hukuman seumur hidup, atau hukuman
penjara dan denda, ditinjau dari
perspektif fikih jinayah, bisa dibenarkan
karena sejalan dengan kriteria penerapan
{2‘zir yang mempunyai persyaratan yang
ketat dan diterapkan sesuai dengan
pertimbangan yang lebih relevan dan
maslahat. Di samping itu, 7a2‘z/r dengan
bentuk eksekusi mati diperselisihkan oleh
para ulama. Jadi dalam kasus pembatalan
hukuman mati terhadap terpidana Henky
dan Hillary dalam putusan PK bisa
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dipahami  (dibenarkan). = Sungguhpun
demikian, dalam tinjauan keadilan sosial,
pembatalan hukuman mati terhadap
Catatan Akhir:

'Putusan terhadap Hillary K Chimezie,
pria berkebangsaan Nigeria ini membatalkan
putusan MK Nomor: 643K/Pid/2004 tangga | 19
Juli 2004; dan mengadili kembali dengan
menyatakan Terpidana Hillary K. Chimezie
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana kejahatan: secara tanpa
hak dan melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menyalurkan, menyerahkan, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika
Golongan [ (satu) berupa heroin yang dilakukan
secara bersama-sama, berlanjut serta terorganisir.
Keputusan ini telah dimusyawarahkan dan
dibacakan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh
Majelis Hakim, H. M. Imron Anwari, 5.H., Sp.N.,
M.H.. sebagai ketua Majelis, dengan hakim
anggota Timur P. Manurung, S H.,M. M
Suwardi, S.H., dan panitera, Dwi Tomo, 5.H.,
M.Hum. Adapun Putusan terhadap Hanky
Gunawan juga membatalkan putusan MA RI No.
455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007
Jjo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.
256/Pid/2007/PT.SBY, tanggal 11 Juli 2007 jo
putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No.3412/Pid. B/2006/PN.SBY, tanggal 17 April
2006; PK ini mengadili kembali dengan
menyatakan bahwa terdakwa Hanky Gunawan
alias Hanky tersebut tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
tindak pidana memproduksi dan/atau
menggunakan dalam proses produksi Psikotropika
golongan [ vang dimaksud dalam Pasal 6
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika, yang dilakukan secara
terorganisir sebagaimana tersebut dalam dakwaan
alternatif pertama... Putusan ini telah berkekuatan
hukum tetap, dimusyawarahkan dan dibacakan
pada tanggal 16 Agustus 2011 oleh Majelis
Hakim, yang diketuai oleh H. M. Imron Anwari,
S.H., SpN., MH., dan hakim anggota: H.
Achmad Yamanie, S.H.,, M.H.; Prof. Dr. H.M.
Hakim Nyak Pha, S.H., DEA, dan panitera Dwi
Tomo, S.H., M. Hum. Putusan lengkap lihat dalam
hetpoAputusan. mahkamahagung go.id.

zRepubt’fka, 12 Oktaober 2012, him. 10.

SKejahatan narkotika dilihat dari subyek
(pelaku) berdasarkan UU Na. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dapat diklasifikasikan menjadi
2 (dua), vaitu: 1) penyalah guna (pelaku tindak
pidana) narkotika vyang berstatus  sebagai
pengguna (Pasal 116, 121 dan 127), dan 2) bukan
pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan
129). Untuk status pengguna narkotika dapat
dibagi lagi menjadi 2 (dua), vaitu pengguna untuk
diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121)
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terpidana narkotika tersebut, dipandang
belum sepenuhnya memenuhi tuntunan
masyarakat (keadilan sosial).

dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri
(Pasal 127). Dalam UU Narkotika, vang
dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk
dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang
dilakukan oleh seseorang tanpa melalui
pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan
menderita kemudian mengalami ketergantungan
maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara
medis maupun secara sosial, dan mendapatkan
pengobatan, serta masa rehabilitasinya akan
diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.
Sedangkan pelaku tindak pidana narkotika yang
berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi
lagi menjadi 4 {empat): pemilik (Pasal 111-112);
pengolah (Pasal 113); pembawa dan pengantar
(Pasal 114 dan 119); dan pengedar (Pasal 129).
Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang
vang menanam, memelihara, mempunyai dalam
persediaan,  memiliki,  menyimpan,  atau
menguasal dengan tanpa hak dan/atau melawan
hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah
orang memproduksi, mengolah mengekstraksi,
mengkonversi, merakit, atau menyediakan
narkotika dengan tanpa hak dan/atau melawan
hukum secara individval atav melakukan secara
terorganisasi.  Yang  dikuvalifikasi  sebagai
pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang
vang membawa, mengirim, mengangkut, atau
mentransito narkotika dengan tanpa hak dan/atau
melawan hukum secara individual atau secara
terorganisasi.  Sedangkan, yang  dimaksud
pengedar adalah orang mengimpor, pengekspor,
menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi
pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, atautau menukar
narkotika dengan tanpa hak dan/atau melawan
hukum  secara individval maupun secara
terorganisasi. Lihat UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

‘Ini berdasarkan Declaration of Human
Rights (DUHAM) article 3: “everyorce has the
right to fife, liberty and security of person”, yakni
setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan,
dan keselamatan sebagai individu™; Pasal 28 Avat
1 UUD 1945; dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM, yang berbunyi: "Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh
siapapun’™.

*Saharuddin Daming (Komisioner Komnas
HAM) menilai bahwa pencantuman HAM
sebagai dasar putusan tersebut sarat dengan
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anomali HAM dan keadilan. Menurutnya, “baik
dalam konstitusi mavpun UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM tidak ditemukan ketentuan yang
menegaskan bahwa pidana mati bertentangan
dengan HAM karena terpidana mati juga harus
mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar
HAM orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
Saharuddin Daming, “Pidana Mati, HAM, dan
Keadilan™, Republika, 19 Oktober 2012, hlm. 4,
Bahkan Jimly Asshiddigie, mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa
pembatalan vonis mati yang didasarkan pada
argumentasi hakim bahwa hukuman tersebut
bertentangan dengan HAM dan UUD 1945
tidaklah tepat. Sebab, penilaian bahwa hukuman
mati itu bertentangan dengan UUD 1945 berada
di luar kompetensi hakim, tetapi merupakan
kompetensi MK. Hakim di sini hanyalah
menerapkan undang-undang, dan bukan menilai
undang-undang. Padahal undang-undang yang
berlaku di [ndonesia masih mencantumkan dan
membenarkan hukuman mati, misalnya dalam UU
Narkotika, UU tentang Terorisme, dan UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman
terhadap kejahatan Narkotika berdasarkan UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Bab
XV Ketentvan Pidana, adalah beragam, yaitu
pidana penjara, denda, dan hukuman mati.
Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalah
guna Narkotika, baik Narkotika Golongan [, IL
maupun [l yang digunakan untuk diri sendiri
(Pasal 127). Sedangkan penyalah guna Narkotika
vang dapat dikenai hukuman mati adalah
penyalah guna Narkotika golongan [ dan Il untuk
kepentingan selain diri sendiri. Sementara
penyalah guna Narkotika Golongan [II baik untuk
diri sendiri mavpun orang lain, tidak dikenai
pidana mati, namun pidana penjara maksimal
seumur hidup dan/atau denda. fbid., 12 Oktober
2012, hlm. 11. Majelis Ulama Indonesia (MUI),
memandang bahwa vonis itu justru meningkatkan
peredaran narkoba di [ndonesia dan makin banyak
korbannya. Terkait masalah pembatalan hukuman
mati ini MUIL menyerukan 7 (tujuh) pernyataan
tegas, vang intinya bahwa hal itv merusak
komitmen bangsa dalam gerakan anti narkoba.
Ketujuh pernyataan sikap MUI terkait pidana mati
lihat dalam Repirbiika, 19 Oktober 2012, hlm. 1.

“Lihat QS. al-Ma’idah (5) ayat 32-33.

"Ibn Kasir sendiri berpendapat bahwa ayat
ini bersifat umum, bagi orang-orang Musyrik dan
yang lain dari golongan orang yang melakukan
sifat-sifat ini: memerangi Allah dan Rasul-Nya,
berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan kata
lain, ayat tersebut turun terkait kasus al-
‘Uraniyyin, tetapi karena redaksinya bersifat
umum, maka tentu, --sesuai dengan kaidah tafsir-
- pemahaman teks ayat bukan berdasar sebab
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turunnya tetapi berdasar redaksinya yang bersifat
umum. Lihat Ibn Kasir, 7afSir bn Kasir (T.Tp.:
Dar Misr li-al-Tiba‘ah, t.t.), II: 49; al-Suyuti,
Lubab al-Nuzuf, dalam Ahmad al-Sawi al-Maliki,
Hasyivat al-‘Affamah al-Sawi ‘ala Tafsic al-
Jalalayn (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 1. 371; al-
Imam Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, Afkam
al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr, 1414-1993), III:
5373 dan seterusnya.; dan M. Quraish Shihab,
Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004),
1II: 79.

8Pv:ngv:rtian memerangi Allah dan rasul-
Nya (muharabah) adalah makna mafazi, yaitu
memerangi  manusia, mengacungkan atau
menodongkan senjata tajam, merampok, yang
mengakibatkan madarat terhadap manusia.
Bahkan menurut al-Jassas, termasuk rmuharabah
adalah melakukan perbuatan maksiat. Dalam arti
luas,  maksiat  adalah  perbuatan  yang
membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
al-Jassas, Ahkam af-Quran, him. 371, dan 326.

*Menurut al-Jassas, ada sepuluh
kandungan hukum dalam ayat tersebut, antara
lain boleh membunuh jiwa sebagai balasan
pembunuhan terhadap jiwa (gisas), dan orang yang
membunuh jiwa berhak mendapatkan hukuman
bunuh. Lihat al-Jasgsas, f6id., 111: 569-571.

"“Ion Kasir, Tafsir Ibn Kasir, hlm, 49,

" Al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, 11: 569.

“Demikian itu, tidak terlepas dari
keberadaan seorang manusia, karena sebagai
pribadi  sangat mustahil dipisahkan dari
masyarakatnya. Oleh karena itu, ayat ini
sekaligus menunjukkan bahwa dalam perspektif
Algquransemua manusia, apapun ras, keturunan,
dan agamanya, adalah sama dari segi
kemanusiaan, dan ini sekaligus membantah
pandangan yang mengklaim keistimewaan satu
ras atas ras yang lain, baik dengan
mengatasnamakan agama, maupun atas nama
ilmu dan “kenyataan”. Shihab, TafSir a/-Misbah,
II1: 76-77.

P Ali Mustafa Yakub, Ma ayir al-Halal wa
al-Haram #  al-Af'imah wa al-Asyribah  al-
Adawiyah wa al-Mustakhdarat al-Tajmiliyyah
‘afa Daw’ al-Quran wa-af-Sunnah  (Jakarta:
Himpunan Alumni Timur Tengah Indonesia-
HATTI, 1431/2010), hlm. 116-117.

"“Pendapat kedua dipandang, oleh Ali
Mustafa Yakub, sebagai pendapat yang rafif
Lihat f&id. hlm. 119.

'HR. Abu Dawud, dan Ibn Majah, dan al-
Hakim. Redaksi hadis dikutip dalam al-Zuhayli,
al-Figh al-Islami wa-Adiflatuh, V1. 163, dan
Yakub, Ma‘ayir al-Hafal wa al-Haram, hlm. 133,
Khusus mengenai hukuman terhadap orang yang
meminum khamer terdapat hadis-hadis sahih,
yang menunjukkan bahwa Nabi menghukum
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cambuk pelaku jarimah ini sebanyak 40 kali
Alkan tetapi oleh “Umar ibn al-Khattab peminum
khamer dihukum lebih dari jumlah itu. Lihat al-
Yusuf Qaradawi, a/-Siyvasah al-Syvar‘iyyah fi
Daw’ Nusus al-Syari‘ah wa Magasidiha (Kairo:
Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 214-215; dan
Ahmad Ali  MD, “Argumen Kriminalisasi
Poligami”, Diafog: Jurnal Penelitian dan Kajian
Keagamaan, Vol. 35, No. 1, Juni 2012, hlm. 68.

"Teks hadisnya: "Dari ‘Abdullah ia
berkata: 'Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidak
dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini
utusan-Nya kecuali disebabkan oleh salah satu
dari tiga macam: (1) membunuh orang dengan
sengaja, (2) dudafjanda yang berzina, dan (3)
orang yang meninggalkan agamanya serta
memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)”.
{Muttafaq “Alayh, redaksi HR al-Bukhari). Hadis
ini difakhri al-Bukhari, hadis No. 6484 dalam
Sahih al-Bukhari, V1. 2521, dan Muslim, hadis
No. 1676 dalam Sahih Musiim, 111: 1302, Selain
hadis di atas, terdapat hadis terkait hukuman
mati: "...Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang
mengubah agamanya (kemudian memusuhi kaum
muslimin), maka bunuhlah dia.” (HR. al-Bukhari
dari ibn ‘Abbas r.a.). Hadis semacam ini difakhrif
oleh al-Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, Ibn Majah,
al-Daruqutni, al-Bayhagi, semuanya dari Ibn
‘Abbas r.a.

"“Ini berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, bahwa penyalah guna
Narkotika  termasuk  pula  menggunakan
Narkotika golongan I danfatau golongan II
terthadap orang lain dan/atau  memberikan
Narkotika itu untuk digunakan orang lain yang
menyebabkan orang lain itu meninggal dunia
dikenai pidana mati.

":Abd al-Rahman al-JazZifi, Kitab al-Figh
‘alg al-Mazahib al-Arba‘ah, cet. 1 (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 20035), V: 8-10, ‘Abd al-
Karim Zaydan, Ahkam al-Zimmiyyin wa al-
Musta'minin - i Dar alfslam  (Baghdad:
Maktabah al-Quds, 1402-1982), him. 214, dan
Muhammad Salim al-*Awwa, a/-Figh al-Islami 7
Tarig al-Tajdid (Beirut: al-Maktab al-Islami,
1998), him. 169,

"Lihat Zaydan, Ahkam al-Zimmivyin,
hlm. 216.

" Lengkapnya: ... (4) pencurian (sirgah),
{5) memerangi Islam/pemberontakan ¢hirabah),
(6) pelacuran; (7) riddah (pindah agama); dan (8)
membunuh secara sengaja  yang berdampak
hukuman gisas. Sedangkan mazhab Hanafiyah
hanya mengintrodusir 5 (lima) macam jfarfmah
Audud dengan tidak memasukkan dua kategori
terakhir sebagai bagian dari jarimah hudud
Perbedaan  ini  muncul antara  lain
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dilatarbelakangi oleh perbedaan terminologi yang
digunakan oleh masing-masing mazhab tersebut.
Jumhur mendefinisikan Aadd sebagai hukuman
{‘uqubah) yang telah ditentukan (bentuk dan
ukurannya) oleh syara’, baik yang terkait dengan
hak Allah maupun hak individu, sehingga tidak
baleh dinafikan oleh seorang pun, baik tujuannya
untuk menjaga hak-hak Allah yakni hak
publik’kemaslahatan umum, maupun untuk
menjaga hak-hak individu. Sementara golongan
Hanafiyah mendefinisikan fadd sebagai hukuman
yang telah ditentukan oleh Allah dengan nass
yang  jelas, tujuannya  untuk  menjaga
kemaslahatan umum. Sedangkan ‘Abd al-Qadir
Awdah mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak
pidana yang dikategorikan jarimah hudud ada 7
{tujuh) macam: 1) zina; 2) q‘?z'f,' 3} minum
minuman keras; 4) pencurian; 5) perampokan; 6)
pindah agama (murtad); dan 7) pemberontakan.
Lihat al-Zuhayli, V. 714, 734, dan ‘Abd al-Qadir
‘Awdah, af-Tasyri* al-Jina T al-Isfami Mugaranan
bi-al-Canun  al-Wad7 (Beirut: Mu'assat al-
Risalah, 1997), hlm. 634,

*'Ibid,, hlm., 663, 664-682.

“al-Zuhayli, al-Figh al-Islami V. 719-
723, dan VI 136.

= Al-Sivasah al-Syarivyah artinya sivasah
(kebijakan) yang berlandaskan pada kaidah-
kaidah syara’, hukum-hukum dan petunjuk-
petunjuknya. Makna sipzsafr mencakup 2 (dua)
pengertian: makna umum, yaitu sfyasah berarti
mengatur pelbagai persoalan dan kebutuhan
manusia dalam kehidupan ini dengan syariat
agama; dan makna khusus, yaitu s/yvasah berarti
kebijakan  yang diambil oleh imam
{pemimpin/penguasa) atau suatu ketentuan yang
dikeluarkan dari hukum-hukum dan ketetapan-
ketetapan, yang dimaksudkan untuk mencegah
kerusakan (mafsadat) yang nyata, atau untuk
tindakan preventif dari kerusakan yang mungkin
timbul, dan untuk reformasi. Di antara J#jfihad
‘Umar yang merupakan a/-Sivasah al-Svar‘iyvah
meski dianggap menyalahi nasssunnah adalah
penambahan hukuman terhadap peminum Ahamr
melebihi hukuman yang dijatuhkan pada masa
Nabi dan khalifah Abu Bakr al-Siddig. Semua
hasil jitihad “Umar itu diterapkan ketika
posisinya sebagai Waliy al-Amr (penguasa).
Iitihad sekaligus kebijakan ‘Umar ini tidak lepas
dari konteks tertentu, yang menuntut dan
menerapkan ketentuan/kebijakan yang membawa
kemaslahatan, meskipun tampak menyalahi
ketentuan nass (syara’). Lihat lebih lanjut al-
Qaradawl, a/-Siyasah al-Svartivvah, hlm. 27, 32,
208-216, Ahmed Hasan, The Farly Development
of Islamic Jurisprudence (Delhi: Adam Publishers
& Distributors, 1994), hlm. 119-121, dan Ali
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MD. "Argumen Kriminalisasi Poligami”, hlm.
67-68.

“Menurut fukaha’, sebagaimana
dijelaskan oleh al-Qarafi (w.) dari mazhab
Malikiyah, ada 8 (delapan) tindak pidana yang
dapat dikenai hukuman penjara, yaitu: (1)
percobaan pembunuhan; (2) pelarian diri yang
dilakukan oleh budak; (3) pengingkaran dalam
memenuhi kewajiban; (4) pengakuan palsu atas
kebangkrutan (pailit); (5) perbuatan maksiat; (3)
keengganan seorang muslim dalam melaksanakan
kewajiban, yakni meninggalkan larangan, yang
tidak dapat diwakilkan, seperti menikahi dua
perempuan bersaudara atau berpoligami dengan
sepuluh isteri; {7) keengganan untuk mengakui
suatu kepemilikan; (8) Tidak bersedia melakukan
kewajiban (hak Allah) vyang tidak dapat
diwakilkan, seperti puasa (menurut mazhab
Syafi‘lyah) dan shalat (namun menurut
Malikiyah dihukum bunuh). Dikutip dalam al-
Zuhayli, al-Figh al-Isfami wa-Adilfatui, V1. 186-
187.

“*Sebagian ulama tidak membolehkan,
alasannya hal itu sama dengan mengambil harta
secara zalim. Sedangkan Abu Yusuf, Imam Malik
ibn Anas, Imam al-Syafi‘i (dalam salah satu
gauf), dan Imam Ahmad ibn  Hanbal
membolehkan berdasarkan praktik yang pernah
dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya,
Khalifah ‘Umar ibn Khattab dan Khalifah ‘Ali
ibn  Abi  Talib. Sedangkan  mengenai
pidana‘hukuman fisik (cambuk misalnya) ulama
sepakat membolehkan berdasarkan praktik yang
pernah diterapkan oleh Rasulullah saw dan
Khulafa' al-Rashidin, meskipun terdapat ikhtilaf
dalam hal ketentuan dan batas maksimalnya. al-
Zuhayli, ali~-Figh al-Islami V1. 189, dan al-Jaziri,
al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah, V. 298-299,
230, al-Mun‘im al-Qi‘i, Nazrar al-Qur'an ila al-
Jarimalh wa al- ‘Igab, hlm. 273.

“*Menurut Abu Hanifah, fa'zir bisa berupa
cksekusi mati, karena wuntuk kemaslahatan,
seperti eksekusi mati terhadap orang yang sering
melakukan homoseksual (al-mukisir min  al-
fiwaf), dan  terhadap  pembunuh, yang
eksekusinya dilakukan dengan menggunakan alat
yang berat. Imam Malik menambahkan eksekusi
mati terhadap pengintai‘mata-mata. Pendapat ini
diikuti sebagian kolega Ahmad, imam Malik,
jamaah pengikut Ahmad. Sedangkan al-Syafi‘i
berpendapat eksekusi mati terhadap penyeru
bid’ah. Ibn Qayyim al-Jawziyah, al-Turug al-
Hukmivah I al-Sivasah ai-Syartivvah aw al-
Firasah al-Mardiyyah fi Ahkam al-Sivasah al-
Svar‘fyyah, Sayyid ‘Imran, ed. (Kairo: Dar al-
Hadis, 2002), him. 226,

' Al-Zuhayli, al-Figh al-Islami, V1: 125,
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“*Akan tetapi jika terpidana itu tidak
mampu maka pembiayannya dibebankan pada
bavt al-mal (kas negara/APBN/APBD), namun
jika ternyata tidak ada porsi biaya untuk itu,
maka biayanya dibebankan kepada para aghmiva’
yang muslim. Muhammad ibn Syihab al-Din al-
Ramli, Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj
{Beirut: Dar al-Fikr, 1984), VII: 302-303.

**Pandangan ini sejalan dengan fatwa MUI
yang dikeluarkan di Jakarta pada 29 Juli 2003,
terkait hukuman mati, yaitu fatwa Nomor
10/ MUNAS VIFMUL/14/2003 tentang Hukuman
Mati dalam Tindak Pidana Tertentu. Fatwa ini
menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi
hukuman mati dan memberlakukan dalam
Jarimah hudud, gisas, dan fa‘zir. Lihat Tim
Penyusun, Himpunan Fatwa MU Sejak 1975
(Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 496-503.

Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum
Pidana Islam, cet. 6 (Jakarta: Bulan Bintang,
2003), hlm. 6.

*Magasid  al-Syari‘af  (tujuan-tujuan
syariat), yang intinya adalah kemaslahatan fa/-
masalif) yang bersifat langgeng, universal, dan
umum  (abadivyan wa-kulffvan  wa-‘amman)
Dalam arti luas kemaslahatan itu berwujud dalam
bentuk keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan
kemaslahatan itu sendiri, yang merupakan tujuan
utama Syariah. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai
dasar Islam mengenai kemaslahatan ini secara
garis besarnya telah tercantum dalam Alquran.
Alquran adalah totalitas syariah, mata air
kebijaksanaan, dan sumber Syariah. Sebuah kitab
yang menjadi way of /ife umat Islam sepanjang
masa untuk kemaslahatan mereka baik di dunia
dan akhirat. Berdasarkan kerangka inilah, Syariah
menjadi integral dengan tujuan Syariah itu
sendiri, yang intinya berupa keadilan, rahmat,
kebijaksanaan, dan  kemaslahatan. Dalam
pengertian ini, segala bentuk penyimpangan dari
prinsip-prinsip atau magasid al-Syari‘af ini
bukanlah Syariah. Dengan demikian, Syariah itu
tidak dapat dipisahkan dari tujuannya (magasid
al-Syari*ah) Magasid al-Syari‘ah mencakup apa
yang dikenal sebagai al-Kullivah al-Khamsah
(Panca Perlindungan Universal), yaitu agama,
Jjiwa, keturunan, akal, dan harta. Paradigma
magasid  al-Svari‘ah ini, sebagaimana
dikemukakan Johnston, menjadi tren pemikiran
yang berlangsung sejak abad ke-20 M. Lihat
David Johnston, A Turn in the Epistemology
and Hermeneutics of Tweentieth Century Ulsu/
al-Figh", Istamic Law and Socfety, Vol. 11, No.
2, ¢2004), hlm. 233-235.

**Data Badan Narkotika Nasional {(BNN)
dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas
Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2008
terdapat 1,99 % penduduk Indonesia berusia 10-
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60 tahun, sekitar 3.3 juta orang, mengonsumsi
narkoba. Pada tahun 2011, selama kurun waktu 3
tahun terjadi peningkatan menjadi 2,2 %, atau
sekitar 4.2 juta orang mengonsumsi narkoba.
Dari jumlah tersebut, 22 % kelompok pelajar dan
mahasiswa, dan 70 % kelompok peketja. Swuara
Karya, 31 Oktober 2012, hlm. 13.

*Ibn Qayyim al-Jawziyyah, a/-Turug al-
Hukmmlyah, hlm. 225,

M ibid, hlm. 225,

Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam,
him. 191.

PAl-Mawardi, alAhkam  al-Sultanivah
(T.tp.: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), hlm. 295,

**Ini dapat dikategorikan ke dalam kaidah
al-Khuruf min al-Khilat mustahabb, yakni keluar
dari perbedaan pendapat mengenai satu
ketentuan hukum dalam kasus ini, hukuman mati
terhadap terpidana narkotika, adalah dipandang
baik.

*Muhammad ‘Abd  al-Mun‘im  al-Qiq,

lazrat al-Qur’an id al-Jarimah wa-al-‘Igab (al-
Azhar: Dar al-Manar, 1988), hlm, 273-274.

*Perihal keputusan hukum yang dapat
mencerminkan  keadilan dapat dilihat dalam
Ahmad Ali MD, "Keadilan Hukum Bagi Orang
Miskin™, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan,
Edisi 75, 2012, hlm. 129 dst.

"™ Anotasi Putusan: "Bahwa dengan adanya
kekhilafan Hakim atau kekelituan yang nyata
oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam
memutus perkara No. 435  K/Pid.Sus/2007
tanggal 28 November 2007 seria demi memenuhi
Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka
beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut
dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;”
Cetak miring dari penulis.
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